
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
               NOMOR : 000.8.3.4/24/DPMPTSP/2026/01/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :
   

1. bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan
pelayanan  publik  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak
dan  kewajiban  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan
penyelenggaraan  pelayanan,  setiap  penyelenggara
pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Publik;

2. bahwa  untuk  memberikan  acuan  dalam  pembuatan
maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang
Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2026.

Mengingat :
   

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2025  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Daerah;

7. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2014  tentang
Pedoman Wajib  Standar  Pelayanan  Tiap  Unit  Pelayanan
Publik (UPP);
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8. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  4  Tahun  2023  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022  tentang  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Pedoman  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  7  Tahun  2025  tentang
Instrumen  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

10. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  4  Tahun  2023  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2022  tentang  Pemantauan  dan  Evaluasi  Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Stándar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  127
Tahun  2022  tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
570/14/DPMPTSP4.3/12/2024 tentang Stándar Pelayanan
Perizinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026; 

KEDUA

KETIGA

:

:

Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;
Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/
pelaksana  dan  sebagai  komitmen  dalam  penyelenggaraan
pelayanan  publik  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  PTSP
Provinsi nusa Tenggara Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran pada DPA
Dinas Penanaman Modal  dan PTSP Provinsi  Nusa Tenggara
Timur ;
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal 1 Januari
2026 sampa 31 Desember 2026.

Ditetapkan di :  Kupang
Pada Tanggal :   27 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,

     ${ttd}

Sylvia R. Peku Djawang, S.P.,M.M
Pembina Utama Madya
NIP196805121995032003 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Sekretaris Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Inspektur  Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTT

NOMOR :    000.8.3.4/24/DPMPTSP/2026

TANGGAL :    27 Juli 2026 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR :  000.8.3.4/24/DPMPTSP/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN

Bahwa berdasarkan pasal 347 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  maka  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  akan
menyampaikan  informasi  seluas-luasnya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan
pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  Nusa
Tenggara  Timur  akan  memberikan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan
sesuai dengan janji pelayanan yaitu : 

1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sepenuh hati
guna pencapaian pelayanan yang prima kepada masyarakat, 

2. Melaksanakan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  dengan  selalu
mengutamakan kepuasan pelanggan,

3. Melaksanakan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  dengan  selalu
menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran.

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Nusa  Tenggara  Timur  wajib  menginformasikan  jenis  pelayanan  yang
disediakan,  persyaratan,  system,  mekanisme,  prosedur,  jangka  waktu
penyelesaian dan biaya atau tarif pelayanan perizinan dan non perizinan

4. Dalam  melaksanakan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  selalu
memperhatikan  hak  dan  kewajiban  Pemerintah  Daerah  maupun  hak  dan
kewajiban masyarakat serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

5. Dalam  melaksanakan  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan,  bersedia
menerima sanksi, dan/ atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar. 

Demikian Maklumat Pelayanan Publik ini disampaikan kepada masyarakat untuk
dapat dimengerti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di :  Kupang
Pada Tanggal :  27 Juli  2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,

     ${ttd}

Sylvia R. Peku Djawang, S.P.,M.M
Pembina Utama Madya
NIP196805121995032003 
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Hari/Tanggal Nama Instansi Alamat Tujuan 
Keperluan 

Jam No Telepon 

Kamis, 8-01 2026 Biro Hukum  - Konsultasi  14.00 - 

Kamis, 22-01-2026 IPDN - Konsultasi 10.00 - 

Senin, 01-02-2026 Univ. Muhammadiyah 
Kupang 

Kupang Pembimbing 
PKL 

10.00 081339487164 

Rabu, 11-02-2026 PT. Timor Arthaniaga - Konsultasi 10.30 - 

Rabu, 25-02-2026 PT. Hambaran Lombok  Lombok Konsultasi 11.10 081529259060 

Rabu, 4-03-2026 PT. Muamazza Putra - Konsultasi 10.00 - 

Selasa, 10-03-2026 Heryton Maumere Dinas 15.00 081110510333 

Kamis, 12-03-2026 PMD,Pariwisata & 
ekonomi Kreatif, Biro 
Keuangan dan Dispora 

Kupang  Rencana Keg. 
Distribusi dan 
Pemasaran 

10.00 - 

Selasa, 21-04-2026 Inspektorat  Kupang Konsultasi 11.00 - 

Rabu, 22-04-2026 Bank Mandiri Kupang Konsultasi 10.50 - 

Kamis, 23-04-2026 DPMPTSP Kabupaten 
Kupang  

Kab. 
Kupang  

Konsultasi 09.30 - 

Selasa, 05-05-2026 Inspektorat Kupang Konsultasi 14.10 - 

Rabu, 06-05-2026 Badan Pusat Statistik Kupang Konsultasi 11.20 - 

Senin, 11-05-2026 Garuda Kupang Konsultasi 13.40 - 

Selasa, 19-05-2026 Komisi Informasi NTT Kupang Dinas 15.00 082145456279 

Selasa, 26-05-2026 TIAN XING Lie Konsultasi 10.20 081239455555 

Selasa, 02-06-2026 PT. Bina Tani Kupang Konsultasi 11.30 - 

Rabu, 17-06-2026 Fak. Hukum Undana Kupang Konsultasi 
Mahasiswa 
Magang  

10.20 - 

Rabu, 17-06-2026 Kantor Hukum Otlif 
Wewo 

Kupang Konsultasi 11.00 08123785465 

Rabu. 26-06-2026 DPMPTSP Kab. SBD SBD Konsultasi 11.30 - 

Selasa, 07-07-2026 DINKES  Kupang  Konsultasi  13.00 - 

Rabu, 08-07-2026 Undana dan UGM  Kupang 
dan Jogja 

Konsultasi  09.20 08434617735 

Selasa, 14-07-2026 Inspektorat Kupang  Konsultasi  11.50 - 

Selasa, 28-07-2026 Sumba Fondation  SBD Konsultasi 15.40 - 

Rabu, 29-07-2026 PT. Lestari Energi 
Timur 

Kupang  Konsultasi 12.30 - 

Jumat, 21-08-2026 BPKP Kupang  Konsultasi 10.20 - 

Jumat, 21-08-2026 Jemal Lau Akurat.co Konsultasi 15.10 081339321189 

Selasa, 01-09-2026 
 

Inspektorat Kupang  Konsultasi  15.50 - 

Kamis, 03-09-2026 Deputi Ekonomi Jakarta Koordinasi 10.15 081211969474 

 

 



     KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 
PADA UNIT LAYANAN  PTSP 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI NTT 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Tanggal Menerima Layanan: 

Jenis Kelamin: ◻ Laki-laki      ◻ Perempuan  

Pendidikan: 
◻ Tidak sekolah 

◻ SD/Sederajat 
◻ SMP/Sederajat 

◻ SMA/Sederajat 

◻ D1/D2/D3 
◻ D4/S1 

◻ S2 

◻ S3 

Usia: 
◻ < 17 tahun 

◻ 17-25 tahun 
◻ 26-34 tahun 

◻ 35-44 tahun 

◻ 45-54 tahun 
◻ 55-65 tahun 

◻ > 65 tahun 

Pekerjaan: 
◻ ASN 

◻ TNI 

◻ POLRI 

 
◻ Swasta 

◻ Wirausaha 

◻ Ibu Rumah Tangga 

 
◻ Pelajar/Mahasiswa 

◻ Petani/Nelayan 

◻ Pekerja Lepas/Freelance 

 
◻ Pensiunan 

◻ Lainnya 
_________ 

Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang 
disabilitas? 
◻ Ya 

◻ Tidak 

Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati) 

◻ Disabilitas Fisik 
◻ Disabilitas Intelektual 

◻ Disabilitas Mental 
◻ Disabilitas Sensorik 

 

 

 

 

 

 



B. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN 

1. Informasi pelayanan tersedia melalui 
media elektronik maupun 
nonelektronik 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

11a. Petugas merespon kebutuhan 
dengan cepat 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

2. Kesesuaian persyaratan dengan 
informasi yang diberikan 
a. Sangat tidak sesuai 
b. Tidak sesuai 
c. Sesuai 
d. Sangat sesuai 

 11b. Aplikasi sistem pelayanan 
merespon kebutuhan dengan cepat 
(membuka halaman, konten, 
pencarian informasi, unduh/unggah)  
a. Sangat tidak cepat 
b. Tidak cepat 
c. Cepat 
d. Sangat cepat 

3. Standar dan prosedur layanan 
diinformasikan dengan jelas 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

12a. Petugas melayani saya dengan 
ramah 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

4. Prosedur/Alur layanan mudah 
dipahami dan dilakukan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

12b. Fitur pada aplikasi sistem 
layanan mudah digunakan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

5. Layanan diberikan sesuai prosedur 
tanpa kecurangan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

13. Seluruh pengguna layanan 
dilayani secara adil tanpa diskriminasi 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

6. Jangka waktu layanan sesuai 
dengan yang diinformasikan 
a. Sangat tidak sesuai 
b. Tidak sesuai 
c. Sesuai 
d. Sangat sesuai 

14. Pelayanan diberikan tanpa 
imbalan uang, barang, atau fasilitas 
di luar aturan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 



d. Sangat setuju 

7. Biaya layanan sesuai dengan yang 
diinformasikan 
a. Sangat tidak sesuai 
b. Tidak sesuai 
c. Sesuai 
d. Sangat sesuai 

15. Layanan konsultasi dan pengaduan 
mudah diakses 

a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

8. Tidak ada pungutan liar (pungli) 
dalam pelayanan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

16a. Sarana prasarana nyaman dan 
mudah digunakan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

9. Tidak ada percaloan/perantara tidak 
resmi dalam pelayanan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

 

 

 

16b. Sistem layanan online nyaman 
dan mudah digunakan 
a. Sangat tidak setuju 
b. Tidak setuju 
c. Setuju 
d. Sangat setuju 

 
 
 
 
 

10. Produk layanan yang diterima sesuai 
dengan yang dipublikasikan 
a. Sangat tidak sesuai 
b. Tidak sesuai 
c. Sesuai 
d. Sangat sesuai 

 

 

Kritik dan Saran: 
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